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ABSTRAK 

Gugurnya sanksi pidana akan terjadi jika perbuatan pidana yang dilakukan 
itu karena tidak adanya pilihan atau karena orang yang melakukan perbuatan 
pidana tersebut kurang sempurna akalnya. hal ini sudah diatur jelas dalam KUHP. 
Kemudian timbulah pertanyaan bagaimana konsep hukum pidana Islam terhadap 
Gugurnya sanksi pidana, apa saja faktornya dan kemudian apa persamaan dan 
perbedaanya dengan hukum pidana Indonesia. Atas dasar inilah, dilakukan 
penelitian ilmiah sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi hasil dari 
komparatif KUHP dan hukum pidana Islam terhadap gugurnya sanksi pidana.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseach), dengan 
pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriftif komparatif analitik 
yaitu penelitian yang mejelaskan, memaparkan penguraian, dan membandingkan 
data yang diperoleh mengenai gugurnya sanksi pidana dalam hukum pidana Islam   
dan hukum pidana Indosesia kemudian dianalisi dan diambil kesimpulannya. 

Berdasarkan uraian dan analisis tentang kajian terhadap Gugurnya sanksi 
pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indosesia, penyusun dapat 
menyimpulkan bahwa, dalam hukum pidana Islam ada dua penyebab. yaitu: 
pertama, disebabkan perbuatan mubah (asbāb al-Ibāhah) perbuatanya adalah 
pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan 
olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, menggunakan wewenang dan kewajiban 
bagi pihak yang berwajib. Kedua, disebabkan hapusnya hukuman (asbāb rafi Al 
uqûbah) yaitu karena daya paksa, mabuk, gila dan belum dewasa. Sedangkan 
dalam hukum pidana Indosesia sudah diatur jelas dalam KUHP bagian pertama 
pada Pasal 44 tentang kurang sempurnanya jiwa dan pikiran, 48 tentang daya 
paksa, 49 tentang pembelaan terpaksa baik buat diri sendiri atau orang lain, 50 
tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan 
51 tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang 
diberikan oleh penguasa yang berwenang. Adapun perbedaan yang ditemukan 
dalam penelitian ini terdapat pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di 
bawah umur/belum baliqh.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  

No. 158/1987 dan No. 0543/b/U/1987. 

Tertangga10 September 1987 

A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Śā’ S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Hā’ H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Khā’ Kh ka dan ha خ

 Dāl D De د

 |Z|āl Z ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Rā’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 Sād S ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dād D ض
de (dengan titik di 

bawah) 
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 Ţā’ T ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Zā’ Z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ayn ....’.... koma terbalik di atas’ ع

 Gayn G ge غ

 Fā’ F ef ف

 Qāf Q qi ق

 Kāf K ka ك

 Lām L el ل

 Mīm M em م

 Nūn N en ن

 Wāu W we و

 Hā’ H ha ھـ

 Hamzah ....’.... Apostrof ء

 Yā’ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh : 

      هَّيدِمَحَْأ        Ahmadiyyah 

C. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
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Ditulis jamā’ah 

هَاعمَجَ   

2. Bila dihidpkan ditulis t, contoh : 

             اءيَِلوَْلأاْ ةَُامرَكَ       ditulis Karamātul-auliyā’ 

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing 

dengan tanda hubung (-) di atasnya. 

F. Vokal-Vokal Rangkap 

1. Fathah dan yā, mati ditulis ai, contoh : 

             مْكُنَيْبَ       Bainakum 

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh : 

             لوْقَ        Qoul 

G. Vokal-Vokal Yang Beruntutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan 

Apostrof (’) 

        مْتُْأأن            A’antum 

        ثَّنؤَمُ        Mu’annas 

H. Kata Sandang Alif Dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh : 

              نَارُْقلَْا        ditulis al-Qur’ān 
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              اسيَِقلَْا        ditulis al-Qiyās 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengkutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

اءمََّلسَا            As-samā 

سمَّْلشَا           Asy-syams 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

ضوْرُُلفْٮاوَِ      ذ ditulis Zawi al-Furud 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, 

contoh : 

ةَّن السُلُھَْا               ditulis Ahl as-Sunnah 

            مَلاسِْلاْ اخُيْشَ           ditulis Syaikh al-Islam   atau Syaikhul-Islam   
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MOTTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hukum diciptakan supaya tidak terjadi ketimpangan 

Ketidakadilan 

Maka terwujudlah kedamaian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidaklah selamanya 

manusia menjalankan kehidupan yang biasa dan wajar. Pada tempat, masa 

dan kondisi tertentu manusia akan mengalami hal-hal yang berbeda di 

luar kemampuan untuk menolak, menghindar dan menguasainya. 

Maksudnya, sebuah keadaan yang membahayakan hidupnya karena ada 

tekanan dari pihak lain atau di luar kemampuan dirinya sehingga dia 

melakukan perbuatan yang melawan hukum. 

Berbicara masalah hukum sangat luas kajiannya, namun di sini  

kajiannya akan lebih difokuskan terhadap hukum pidana baik secara 

positif maupun Islam. Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari 

keseluruhan hukum yang  berlaku di suatu negara, yang mewadahi dasar-

dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana 

yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 

sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 

Serta untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 

yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 

hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan juga untuk 

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
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dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan 

pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut, untuk 

singkatnya penulis namakan hal tersebut dengan perbuatan pidana atau 

delik.  

Lebih jelasnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 

aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.1  

Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah 

perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan 

masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya 

dengan tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. 

Secara extrime dapat dikatakan pula perbuatan pidana ini sebagai 

perbuaan yang anti sosial. 

Tetapi perlu dipahami bahwa tidak semua perbuatan yang 

melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut 

perbuatan pidana, ketika perbuatan tersebut belum diatur dalam 

perundang-undangan. Jadi  syarat utama dari adanya "perbuatan pidana" 

adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam 

dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.  

Dengan demikian, apakah orang yang melakukan perbuatan 

pidana kemudian dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam 

                                                            
1 Ruslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cet. Ke-3, 

(Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13. 
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melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang 

yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan,  

maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai 

kesalahan, walapun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan 

tercela, dia tentu tidak dipidana. Hal ini merujuk pada asas yang tidak 

tertulis: "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar dari 

pada dipidananya si pembuat.  Jadi apabila perbuatan yang tercela oleh 

masyarakat itu di pertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Dengan 

bahasa sederhana setiap perbuatan itu pasti ada pertanggungjawabannya. 

Hal ini akan lebih dijelaskan pada bab berikutnya. 

Namun, dalam KUHP terdapat suatu aturan yang dapat 

meringankan atau bahkan menggugurkan sanksi pidana dikarenakan 

beberapa alasan. Yang pertama, karena jiwanya cacat atau terganggu 

karena penyakit (Ontoerekeningsvatbaarheid). Sebagai misal, si Ujang 

yang mengalami gangguan jiwa/gila tanpa disangka-sangka lalu 

menyerang pengguna jalan yang sedang lewat, dan memukuli hingga 

babak belur. Membuat orang lain babak belur adalah perbuatan pidana, 

tapi dalam kasus ini perbuatan tersebut tidak di hukum karena pengaruh 

Ontoerekeningsvatbaarheid sesuai dengan Pasal 44 KUHP. Kedua, 

karena pengaruh daya paksa (Overmacht). Sebagai misal, seorang penjaga 

kasir Indomaret, di paksa oleh perampok untuk menyerahkan uang yang 

kepada mereka, sehingga dia memberikan uang tersebut lantaran takut 

akan dibunuh. Menghilangkan uang perusahaan adalah tindak pidana, 
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tetapi dalam situasi seperti ini perbuatan tersebut tidak dihukum karena 

pengaruh Overmacht sesuai dengan Pasal 48 KUHP. Ketiga, karena 

pembelaan terpaksa baik untuk dirinya sediri, harta atau orang lain 

(Noodweer). Sebagai misal, seorang pencuri dengan senjata tajam 

kepergok si pemilik rumah, kemudian si pencuri menyerang si pemilik 

rumah dan terjadi perkelahian. Sampai akhirnya si pencuri mati terbunuh. 

Menghilangkan nyawa orang adalah merupakan tindak pidana. Tetapi 

dalam situasi seperti ini perbuatan tersebut tidak dihukum karena 

pengaruh Noodweer sesuai dengan Pasal 49 KUHP. Keempat, karena 

dalam melaksanakan ketentuan undang-undang (Wettelijk Voorschrift). 

Sebagai misal, Beberapa orang Polisi sedang mengejar seorang penjahat 

yang melarikan diri dari penjara, sedang penjahat tersebut sangat 

berbahaya, apabila penjahat tersebut terus berlari dan tidak menuruti 

perintah Polisi akhirnya penjahat itu ditembak dibagian kakinya sampai 

terluka. Mengakibatkan orang lain luka-luka adalah merupakan tindak 

pidana, tetapi dalam situasi seperti ini perbuatan tersebut tidak di pidana 

karena pengaruh Wettelijk Voorschrift sesuai dengan Pasal 50 KUHP. 

Kelima, karena dalam melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh 

penguasa yang  berwenang (Ambtelijke Bevel). Sebagai misal seorang 

eksekutor/algojo diperintahkan oleh atasannya untuk mengeksekusi 

terpidana mati. Kemudian Polisi tersebut menembak terpidana tersebut 

sampai mati. Merampas nyawa orang lain adalah tindak pidana, tetapi 
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dalam kasus ini perbuatan tersebut tidak dihukum karena pengaruh 

Ambtelijke Bevel sesuai dengan Pasal 51 KUHP. 

Dari contoh-contoh tersebut di atas, sesungguhnya baik  si Ujang 

yang mengalami gangguan jiwa/gila, seorang penjaga kasir Indomaret, si 

pemilik rumah yang kedatangan pencuri, Beberapa orang Polisi sedang 

mengejar penjahat dan seorang eksekutor/algojo, tidak dapat 

dipersalahkan karena berbuat demikian, sebab mereka kita anggap tidak 

punya pilihan lain dari pada apa yang telah dilakukan, maka sudah 

sewajarnyalah orang itu tidak mungkin mendapat tuntutan dan karenanya 

pula tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatanya. 

Dalam hukum pidana Islam, menurut Ahmad Hanafi 

mengemukakan batasan atau pengertian atas gugurnya sanksi pidana 

dalam syari’at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) 

perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan bukan 

kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-

akibat dari perbuatannya itu.2 

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana tersebut 

ditegakkan atas tiga hal, yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, 

dikerjakan dengan kemauan sendiri, pelakunya mengetahui akibat 

perbuatan tersebut. 3 Pertanggungjawaban pidana dapat gugur karena hal-

hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang 

                                                            
2 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1986), hlm 154. 
 

3 Ibid. 
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berkaitan dengan keadaan diri pembuat karena di luar kemampuan dirinya 

sendiri. Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah mubāh 

(tidak dilarang), dan dalam keadaan kedua perbuatan yang dikerjakan 

tetap dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman. 

Inilah yang menjadi persoalan sekarang,  seberapa besarkah 

kemampuan di luar kemauan sendiri untuk dapat dikatakan terbebas dari 

pertanggungjawaban pidana baik dalam pandangan hukum pidana Islam 

ataupun hukum pidana Indonesia. 

Oleh karena itu penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan 

dengan hal tersebut dengan judul: Gugurnya Sanksi Pidana dalam 

Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia. 

 

B. Pokok Masalah 

1. Bagaimanakah konsep hukum pidana Islam tentang gugurnya sanksi 

pidana dan apa saja faktornya? 

2. Apa saja persamaan dan perbedaan gugurnya sanksi pidana menurut  

hukum pidana Islam  dan  hukum pidana Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana konsep dan faktor gugurnya sanksi 

pidana ditinjau dari hukum pidana Islam. 
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2. Mengkaji tentang persamaan dan perbedaan gugurnya sanksi pidana 

perspektif hukum pidana  Islam dan hukum pidana Indonesia 

 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

tenteng perbedaan gugurnya sanksi pidana ditinjau dari hukum pidana 

positif maupun hukum pidana Islam. 

2. Secara praksis dapat digunakan untuk mendorong perubahan berbagai 

pola dan bentuk serta penyadaran tentang  gugurnya sanksi pidana 

yang selama ini cenderung hanya formalistis. 

3. Secara akademis dapat memperkaya khazanah tentang studi 

perbandingan terkait dengan gugurnya pertanggung jawaban pidana. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian terhadap gugurnya sanksi pidana sejauh pengetahuan 

penyusun belum banyak yang membahas secara utuh melainkan secara 

terpisah-pisah kedalam sub tema. Seperti skripsi yang disusun oleh 

Hardianto Siagian dengan judul Overmacht  Menurut Hukum pidana 

Indonesia dan Hukum pidana Islam.4 Yang menjelaskan tentang 

bagaimana konsep hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam 

tentang overmach. 

                                                            
4  Hardianto Siagian, Overmach Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi 

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, tidak diterbitkan. 
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Meski sama-sama menyinggung tentang gugurnya 

pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan tapi kajiannya  

sangat berbeda, karena Hardianto Siagian hanya membahas sebagian sub 

tema dari tema skripsi yang penyusun teliti. dengan mengambil judul 

gugurnya sanksi pidana dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum 

pidana Indonesia. Harapannya mampu melanjutkan skripsi sdr. Hardianto 

Siagian sebelumnya. 

Buku yang ditulis oleh Ruslan Saleh dengan judul Perbuatan dan 

Pertanggungjawaban Pidana; Dua pengertian dasar dalam hukum 

pidana.5 Dalam buku ini banyak dijelaskan secara definitif tentang 

pemahaman menganai perbuatan dan pertanggungjawaban pidana serta 

batas-batasanya. 

Dalam buku Ruslan Saleh banyak membahas mengenai perbuatan 

dan pertanggungjawaban pidana, karya beliau sangat mendalam 

menjelaska mengenai pertanggungjawaban pidana, namun beliau tidak 

membahas dengan detail mengenai penyebab yang dapat menggugurkan 

pertanggungjawaban pidana. Dalam skripsi yang saya teliti ini, lebih 

difokuskan pada apa dan tindakan apa dan dalam kondisi seperti apa yang 

dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana. dengan harapanya 

mampu melengkapi dari karya Ruslan saleh sebelumnya. 

                                                            
5 Saleh, Ruslan,  Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana, cet. ke-3, (Jakarta: 

Aksara Baru, 1983), hlm 45. 
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Dengan demikian, penelitian ini lebih menyempurnakan penelitian 

yang sebelumnya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam kerangka teoritik ini penyusun mendiskripsikan teori-teori 

yang ada kaitanya dengan objek pembahasan, dalam referensi penulisan 

hukum pidana Indonesia secara konvensional bahwa sesungguhnya untuk 

menentukan suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak 

terlepas dari aturan dasar yang ditentukan didalamnya. Dikatakan bahwa 

dasar yang pokok dalam menentukan pidana pada orang yang telah 

melakukan perbuatan pidana dikenal dengan asas legalitas. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan 

salah satu dasar hukum pidana Indonesia yang ada, sampai saat ini masih 

cukup relevan sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia. Al-Qur'an 

dan Al-Hadis di dalamnya memuat hukum-hukum  jinayah,  yang memuat 

beberapa hal mengenai dasar-dasar hukum mengenai perbuatan pidana, 

pertanggungjawaban pidana dan gugurnya sanksi pidana dalam hal ini 

sebagai pengimbang dasar hukum pidana yang ada. 

Mengenai gugurnya sanksi pidana dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dan diurai dalam beberapa pasal, 

yaitu: 

1. Pasal 44 KUHP tentang Ontoerekeningsvatbaarheid: 

Pasal 44 ayat (1): "Barang siapa yang melakukan perbuatan 
yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat 
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dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit, tidak dipidana".6 
 

2. Pasal 48 KUHP tentang Overmacht: 

Pasal 48 : ” Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan 
didorong oleh keadaan memaksa tidak dapat dipidana”.7 

 

3. Pasal 49 KUHP tentang Noodweer : 

Pasal 49 ayat (1): "Tidak dipidana, barang siapa melakukan 
perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain, 
kehormatan, kesusilaaan atau harta benda sendiri ataupun orang lain 
karena ada serangan ataupun ancaman serangan sangat dekat pada 
waktu itu yang melawan hukum". 8 

 
Pasal 49 ayat (2): ”Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, 

yamg langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena 
serangan atau ancaman serangan itu yang melawan hukum”.9 

 

4. Pasal 50 KUHP tentang Wettelijk Voorschrift: 

Pasal 50: ”Barang siapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan peraturan undang-unfang, tidak dipidana".10 
 

5. Pasal 51 KUHP  tentang Ambtelijke Bevel: 

Pasal 51 Ayat (1):” Barang siapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana”.11 

 
Begitu juga dalam hukum pidana Islam yang diciptakan dan 

                                                            
6 KUHP dan KUHAP, cet. Ke-2, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm.19. 

 
7 Ibid., hlm. 48. 

 
8 Ibid. 
 
9 Ibid. 

 
10 Ibid. 

 
11 Ibid., hlm 21. 
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dilaksanakn secara menyeluruh adalah tidak lain demi kemaslahatan dan 

keadilan manusia di dunia dan akhirat. Al-Qur'an adalah sumber syari'at 

Islam. Al-Qur'an pada hakikatnya menempati posisi sentral dalam studi-

studi keislaman. Disamping berfungsi sebagai petunjuk (huda), ia menjadi 

tolak ukur dan pembeda antara kebenaran dan kebathilan, termasuk dalam 

penerimaan dan penolakan setap berita yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad SAW.12 

Gugurnya sanksi pidana didasarkan kepada hadis Nabi dan al-

Qur’an. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 

Abu Daud disebutkan: 

لم: عن عائشة رضى الله عنھا قالت ه و س ة عن : قال رسول الله صلى الله علي م عن ثلاث ع القل رف

 13.)لترمذيااخرجه (, عن المبتلى حتى يبرأ و عن الصبى حتى يكبرالنائم حتى يستيقظ و 

 

Inti dari hadis diatas adalah: 

Tidak akan diberikan pertanggungjawaban dari tiga hal: 

1. Orang yang tidur sampai dia bangun. 

2. Orang yang gila sampai dia sembuh. 

3. Anak kecil sampai dia dewasa. 

 

Kaidah berikut yang menjelaskan tentang keadaan darurat.  

                                                            
12 Abdul Halim B. dkk. Hukum Islam "Menjawab Tantangan Zaman yang Terus 

Berkembang", cet. I. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), hlm. 255. 
 

13 Tarmidzi, Hadis ke 1343, CD Mausū’ah al-Hadis asy-Syarīf, (t.tp: Global Islamic 
Software Company, 1997). 
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 14.الضرورات تبيح المحظورات 

 

Dalam Sūrat An Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa: 

⎯Β 2 !$/ ⎯Β ‰è/ μΖϑƒ) ω) ⎯Β ν2& μ6=%ρ ⎦⌡ϑÜΒ ⎯ϑƒ}$/ ⎯39ρ ⎯Β y° 

39$/ #‘‰¹ ΟγŠ=èù =Òî ∅iΒ !# Ογ9ρ U#‹ã ΟŠàã .15  

  

Kemudian Sūrat Al Baqarah ayat 173 diberikan keringanan bagi 

seseorang yang dalam keadaan terpaksa:  

$ϑΡ) Πm Ν6‹=æ πGŠϑ9# Π$!#ρ Νs9ρ ƒ“Ψ‚9# $Βρ ≅δ& ⎯μ/ ó9 !#  ⎯ϑù ÜÊ# 

î ø$/ ωρ Š$ã ξù ΝO) μ‹=ã  β) !# ‘θî ΟŠm‘. 16    

 

Ditegaskan lagi dalam Sūrat Al An'âm ayat 145 tentang keadaan 

terpaksa dalam menggunakannya/memanfaatkanya dalam keadaan wajar 

tanpa melebihi batas yang diperlukan. Al An'âm 

≅% ω ‰`& ’û $Β ©rρ& ’<) $ΒtΧ ’?ã Οã$Û …μϑèÜƒ ω) β& χθ3ƒ πGŠΒ ρ& $ΒŠ 

%nθ¡Β ρ& Νs9 ƒ”∴z μΡ*ù، êن[_‘ ρ& $)¡ù ≅δ& ó9 !# ⎯μ/  ⎯ϑù ÜÊ# î 

ø$/ ωρ Š$ã β*ù /‘ ‘θî Ο‹m‘ .17     

  

                                                            
14 A. Djajuli, Kaedah-Kaedah Fikih “Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam 

Menyelesaikan Masalah-Masalah Yng Peraktis. (Jakarta: Kencana Pernada Media group, 
2010), hlm. 9.  
 

15 An-Naĥl (16): 106. 
 
16 Al Baqarah (2): 173. 
 
17 Al An'âm (6): 145. 
 

http://www.muslimaccess.com/quraan/transliterations/006.html
http://www.muslimaccess.com/quraan/transliterations/006.html
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Menurut Abdul Qadir ’Audah syari’ah menetapkan 

tangggungjawab hanya kepada orang hidup yang mempunyai kewajiban. 

Kematian seseorang membatalkan seluruh responsibilitas dan 

akuntanbilitas.  

Syari’ah juga memaafkan perbuatn melanggar hukum dari anak-

anak sampai mencapai usia baligh.  

Hal ini didasarkan firman Allah Sūrat An Nûr ayat ayat 59 sebagai 
berikut:  

#Œ)ρ =/ ≅≈Û{# Ν3ΖΒ Ο=s9# #θΡ‹↔F¡‹=ù $ϑ2 β‹↔G™# ⎥⎪%!# ⎯Β Νγ=6%  

9≡‹. ⎦ i⎫7ƒ !# Ν69 μGƒ#™  !#ρ ΟŠ=æ ΟŠ6m .18    

 

Disamping anak-anak, dalam ayat lain juga menjelaskan tentang 

“Hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya 

atau diri orang lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang 

lain, dengan memakai kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan 

nyata yang tidak sah”. 

Pada waktu itu tepatnya bulan Dzulqo'dah Nabi Muhammad SAW 

bersama para sahabatnya hendak melakukan umrah, namun ketika dalam 

perjalanan rombongan Nabi dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy, 

akhirnya Nabi melakukan perundingan dengan orang-orang kafir Quraisy 

dan menghasilkan sebuah keputusan bahwa pasukan Nabi dilarang 

melanjutkan perjalanan dan dipersilahkan melakukan umrah pada tahun 

                                                            
18 An Nûr (24): 59. 
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depan. Ketika tahun yang di maksud telah tiba dan rombongan Nabi 

hendak kembali melakukan umrah dalam perjalanan dengan sombongnya 

orang-orang kafir Quraisy kembali mencegah rombongan Nabi, dalam 

kondisi demikian Allah memberikan pertolongan dan Nabi dengan para 

sahabatnya bisa melanjutkan perjalanan menuju ka'bah.  

Karena hal demikian maka turunlah ayat 194, Sūrat Al Baqarah 

yang berbunyi: 

κ¶9# Π#t:# κ¶9$/ Θ#t:# M≈Βt:#ρ É$Á%  ⎯ϑù “‰Gã# Ν3‹=æ #ρ‰Fã$ù μ‹=ã 

≅Vϑ/ $Β “‰Gã# Ν3‹=æ  #θ)?#ρ !# #θϑ=ã#ρ β& !# ìΒ ⎦⎫)Fϑ9#.19    

 

Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di 

bulan itu tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan 

itu di bulan itu juga. Intinya dalam  ayat ini adalah Allah memerintahkan 

kita untuk menjaga dan memelihara harta, jiwa dan agama kita. Jadi 

apabila ada serangan dari luar yang mengancam kita, maka kita di 

perintahkan untuk balik menyerang mereka tentunya harus seimbang 

dengan serangannya terhadap kita dan semunya karena Allah semata. 

 

 

 

 

 

                                                            
19  Al Baqarah (2): 194. 
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F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara ataupun prosedur ilmiah yang 

digunakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta 

menganalisis data guna menemukan ataupun menguji kebenaran suatu 

pengetahuan yang digunakan dengan metode ilmiah. 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library 

Research).20 Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-data diolah 

melalui penggalian dan penelusuran buku-buku, Sūrat kabar, majalah, 

jurnal, dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat 

mendukung pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam  

penelitan ini. 

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan dan 

menguraikan sumber-sumber yang diperoleh terlebih dahulu, 

kemudian baru dianalisis hasilnya menurut hukum pidana Islam.21 

2. Pengumpulan data 

Sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan datanya 

dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data 

dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

                                                            
20 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) 

hlm. 8. 
 
21 Ibid. 
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catatan, transkip, buku, Sūrat kabar, majalah atau hal lainnya yang 

memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.  

3. Pendekatan masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 

pendekatan normatif, yang dimaksud pendekatan normatif adalah 

suatu pendekatan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan 

hukum pidana Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadis), guna meneliti sejauh 

mana perbandingan tentang gugurnya sanksi pidana antara hukum 

pidana positif dan hukum pidana Islam. Hal ini penting untuk 

dilakukan karena diskursus Islam dan masalah gugurnya 

pertanggungjawban pidana merupakan kajian dari hukum pidana 

Islam, khususnya Fiqh Jinayah. 

4. Analisis data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data-data yang 

peroleh kemudian diklarifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai 

dengan referensi yang ada kemudian dianalisa dengan perbandingan 

hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Data yang diperoleh 

dari berbagai sumber akan dianalisa melalui metode Deduktif dan 

Komparatif, yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan ataupun 

fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat 

khusus. Metode proses analisa ini diawali dengan mendeskripsikan, 

mempelajari dan menginterpretasi dengan metode-metode di atas 

yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai. 
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Penyusun juga menggunakan analisa komparatif, yaitu cara 

pengambilan data dengan cara membandingkan antara dua objek atau 

lebih kemudian dicari mana data yang lebih kuat atau untuk 

kemungkinan dapat mencapai pengkomparasianya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menyelaraskan alur pembahasan secara sistematis dan 

mempermudah pembahasan, maka dalam skripsi ini akan dibagi dalam 

lima bab dan terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut : 

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang bersifat judul, latar 

belakang masalaha, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua, untuk menghantarkan pada pemahaman atas obyek 

kajian dalam penulisan skripsi ini, maka pada bagian ini akan dijelaskan 

tentang arti penting  pertanggungjawaban pidana dalam Hukum pidana 

Islam dan alasan atau hal-hal atau suatu kondisi yang dapat 

menggugurkan pertanggungjawaban pidana. 

Bab tiga, dalam bab ini akan membahas tentang gugurnya sanksi 

pidana menurut Hukum Pidana Positif yang meliputi pengertian, 

perbuatan dan  pertanggungjawabkan pidana dan alasan atau hal-hal yang 

dapat menggugurkan pertanggungjawaannya. 

Bab empat, dalam bab ini akan menjelaskan dan mengurai 

perbandingan gugurnya sanksi pidana dalam perspektif hukum pidana 
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Islam dan hukum  pidana psoitif dan menjelaskan pula letak persamaan 

dan perbedaanya. 

Bab lima, bab ini adalah bagian penutup. dalam bab ini akan 

dijelaskan tentang bagaimana kesimpulanya serta saran yang diberikan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Secara keseluruhan, kesimpulan yang dipeloreh dari 

penelitian dan pembahasan terhadap dua permasalahan pokok di atas  

adalah sebagai berikut:  

1.  a. Tentang konsep hukum Islam mengenai gugurnya sanksi pidana 

sebagai berikut: 

1) Karena tidak ada pilihan dan bukan kehendak sendiri. 

2) Ketika dalam keadaan tidur, sampai dia terbangun, ketika dalam 

keadaan gila atau kurang sempurnanya akal sampai dia sembuh 

atau berfikir normal kembali dan anak kecil sampai dia baligh 

(ditandai mimpi basah/keluar mani) 
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b. Faktor-faktor hukum pidana Islam mengenai gugurnya sanksi 

pidana, adalah sebagai berikut: 

a. Beladiri. Dengan alasan pembenar, karena menurut Islam 

seseorang berhak mempertahankan jiwa, harta kehormatan dirinya 

dan orang lain. Jadi seseorang jika diserang orang lain untuk 

dibunuh dan tidak ada jalan lain untuk membela diri kecuali 

membunuh pula, maka ia tidak dipidana. Untuk itu ada syarat 

keseimbangan dan memang tidak ada jalan lain. 

b. Pengguna hak. Dengan alasan pembenar, karena seorang ayah 

dalam mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam dapat memukul 

anaknya tanpa melampaui batas atau melukai jika cara persuasif 

dan baik-baik tidak di indahkan. 

c. Menjalankan wewenang/kewajiban. Dengan alasan pembenar, 

karena  jika  seseorang bertindak dengan sesuai kewenangannya 

maka ia dapat dibenarkan. 

d. Dalam olahraga. Dengan alasan pembenar, karena dalam suatu 

olahraga ada orang yang sakit atau luka-luka dan hal itu timbul 

bukan karena melebihi batas yang telah ditentukan, maka 

pelakunya tidak dapat dipidana, lain halnya jika terdapat unsur 

kesengajaan atau kelalaian. 

e. Kanak-kanak. Dengan alasan pemaaf, karena seorang anak tidak  

akan dikenai hukuman had untuk kejahatan yang dilakukan. 

Karena tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak 
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yang berusia berapapun sampai ia dewasa. Namun hakim berhak 

menegur atas kesalahannya. 

f. Mabuk. Dengan alasan pemaaf, karena jika seseorang mabuk yang 

bukan disengaja, maka perbuatan pidana yang dilakukan dapat 

dimaafkan. 

g. Bela paksa dan keadaan darurat. Dengan alasan pemaaf, jika 

seandainya suatu kejahatan dilakukan dalam keadaan dipaksa, tak 

akan ada tuntutan jika terbukti benar. 

2. Persamaan dan perbedaan gugurnya sanksi pidana dilihat dari hukum 

pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. 

a. Persamaannya adalah setiap perbuatan pidana yang dilakukan 

dalam keadaan daya paksa, mabuk dan gila. Itu tidak ada 

hukuman baginya, hal ini dielaskan baik dalam hukum pidana 

Islam ataupun hukum pidana Indonesia. 

b. Perbedaanya adalah perbuatan pidana yang dilakukan anak 

dibawah umur/ belum baliqh (yang ditandai dengan mimpi basah 

atau kesepakatan Fuqahā’ mencapai usia 18 tahun) itu tidak 

dikenai pertanggungaaban atas perbuatanya. Dalam KUHP, 

memberikan tiga pelihan pada hakim dalam memutuskan tindak 

pidana yang dialkuakan anak di bawah umur, yaitu: Anak tersebut 

boleh mengembalikan pada orang tua atau walinya tanpa ada 

penjatuhan hukuman, anak tersebut diserahkan/dititipkan kepada 

pemerintah untuk mendapatkan pendidikan, juga tanpa ada 
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hukuman baginya, anak tersebut diajatuhi hukuman, hukum 

tersebut merupakan hukum pokok maksimal yang dikurangi 

sepertiganya. Mengenai ketentuan batas usia pertanggungawaban 

pidana ini tidak ada dalam KUHP Indonesia. Namun dalam 

penjelasan Umum “UU Pengadilan Agama (UU No.3/1997) 

dikemukakan, bahwa anak yang berusia 8 sampai 12 tahun hanya 

dikenakan “tindakan”, sedangkan yang berusia 12 sampai 18 tahun 

dijatuhi pidana. Sayangnya ketentuan batas usia tidak dapat 

dipidana ini tidak dirumuskan secara eksplisit dalam UU, tetapi 

hanya dalam “penjelasan Umum”.63 

 

B. Saran-saran 

Sehubungan dengan hasil pembahsan yang dikemukakan di 

atas , maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah: 

1. Demi terlaksananya asas-asas dalam hukum pidana maka 

diperlukan suatu pemahaman yang mendalam bagi penegak 

hukum dalam menjalankan suatu konsep gugurnya sanksi pidana 

berkenaan dapat todaknya dipidana seseorang yanng melanggar. 

2. Hukum pidana Islam adalah satu-satunya hukum yang 

memberikan kemaslahatan dan jawaban terhadap hukum pidana 

Nasional, oleh karena itu pemerintah harus mengupayakan dapat 

diberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia. 

                                                            
63 Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: 

PT. Rajagrapindo, 2003) hlm 104. 
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